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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN 
NOMOR   10   TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR KABUPATEN TABANAN PERIODE TAHUN 2014‐2034
DENGAN   RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang
	:
	a.

b.
c.

d.

e.

f.


	bahwa wilayah pesisir merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan  yang  perlu dijaga  kelestariannya dan dimanfaatkan untuk  sebesar‐besarnya  bagi  kemakmuran rakyat,  baik  bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
bahwa wilayah pesisir dan pulau‐pulau kecil memiliki   keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi budaya,  lingkungan, oleh karena   itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan  berwawasan global,  dengan  memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di wilayah pesisir berjalan efektif, efisien dan sesuai sasaran, maka diperlukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir;
bahwa   agar   dapat    disusun    Rencana    Strategis Wilayah  Pesisir Kabupaten Tabanan yang menjamin tercapainya tujuan Pemerintah   Kabupaten Tabanan dalam   pengelolaan wilayah pesisir perlu adanya Dokumen Perencanaan  Wilayah Pesisir;
bahwa  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  maksud  huruf  b, perlu disusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan Periode 2014‐2034;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2014‐2034;


	Mengingat
	:
	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1655;
Undang‐Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan‐ Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
Undang‐Undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang‐Undang  Nomor   5   Tahun   1990   tentang   Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  23, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3469);
Undang‐Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
Undang‐Undang Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang‐Undang   Nomor   31   Tahun   2004   tentang   Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir   dan   Pulau‐Pulau   Kecil   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1156);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014    Nomor 32);
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali tahun 2005  Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);


	Menetapkan
	:
	MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI  TABANAN  TENTANG  RENCANA  STRATEGIS WILAYAH PESISIR KABUPATEN TABANAN PERIODE TAHUN 2014 – 2034.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia     Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir Periode 2014 - 2034 yang selanjutnya disingkat Renstra Wilayah Pesisir  adalah Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan Periode 2014-2034  yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan wilayah pesisir Tahun 2014-2034.
BAB II 
SISTEMATIKA 
Pasal 2
Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan Periode 2014-2034 adalah sebagai berikut :
	BAB I   : 
BAB II  :
BAB III :
BAB IV :
	PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGI

KAIDAH PELAKSANAAN


DAFTAR PUSTAKA

Pasal 3
Sistematika sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 , diuraikan dalam Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2014-2034 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Bupati ini disusun Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan   Bupati  ini  mulai   berlaku   pada   tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 
Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 2 Pebruari 2015 
BUPATI TABANAN,
           TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal   2 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
                TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 10  
82

